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Nomor SOP : SOP/AP/03

Tanggal Pembuatan  : 01 Maret 2018

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

JL. Mayjen Sungkono No. 7 Telp. (031) 5681797 FAX. (031) 5680426
Surabaya 60225

Tanggal Revisi : 02 Mei 2019

.

Tanggal Efektif . 02 Mei 2019

Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

SOP Penetapan Majelis Hakim

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. 81 Sederajat;

1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedual
kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

3 Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang
Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara:

5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/145/SK/VIII/2007
tentang Pemberlakuan Buku IV pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

6 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012
tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;

7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor.5 Tahun 1971 tentang Ketua
Majelis Hakim;

8 Surat Dirjen Nomor 1352/DjA/Hm.02.3/6/2016 Tentang Implementasi
Aplikasi SIPP Tingkat Banding Versi 3.1.2 di Lingkungan Peradilan Agama

9 SNIISO 9001:2015 Klausul 8.1, 8.5, 8.6
10 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badilag
11 Notulen Rapat Dinas tanggal 24 April 2019

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penerimaan Perkara Tingkat Banding Perlengkapan Komputer, ATK, Buku Pedoman Praktis APM dan
Peraturan-Peraturan;
Peringatan Pencatatan dan pendataan
/ /AP/03/01 dan FM/AP/03/02
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir FMIAP/02/04, FWAP/D3 a
Pelaksana Mutu Baku
No. Bl Meja Il |Panitera Ketua Fetyaratan) Waktu Output
Perlengkapan
1 |Menerima berkas perkara dari Berkas perkara, 5 menit Bundel Berkas perkara
Panitera ( ) Map Perkara,
Dokumen,
_Instrumen
2 |Mempelajari berkas perkara Bundel Berkas 30 menit |Berkas perkara telah dipelajari
perkara
]

3 |Meneliti Perkara Yang Telah >4 Berkas perkara 5 Menit Register Perkara Banding di

Terdaftar di SIPP telah dipelajari SIPP / Screenshoot
T (FM/AP/03/01)

4 |Menginput data PMH, tanggal v Berkas perkara 5 menit Data PMH Terinput pada
penetapan PMH pada Aplikasi telah dipelajari SIPP / Screenshoot
SIPP.

T

5 |Mencetak dan menandatangani £ Data PMH Terinput | 15 Menit PMH (FM/AP/03/02)

PMH (Pembuatan PMH) pada SIPP /
r Screenshoot

6 [Menerima berkas perkara yang k4 PMH 5 menit Berkas perkara diterima
telah ditetapkan PMH dari Ketua Panitera
PTA

7 |Mencatat dalam Buku Register e PMH 15 Menit Buku Register Perkara
Perkara Banding 5 Banding (FM/AP/02/04)

1 hari
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Kode Formulir : FM/AP/03/02
Tgl. Pembuatan : 01/03/2018
Tgl. Revisi 1 02/05/2019
Tgl. Efektif ! 02/05/2019

PENETAPAN

Nomor ......... IPAL G s /PTA.Sby

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, setelah memperhatikan berkas
Perkara Banding, Register Nomor ......... IPdt.Gl.......... /PTA.Sby tanggal

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu
menunjuk Majelis Hakim yang nama dan susunannya sebagaimana tersebut dibawah ini

Mengingat pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,
tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta
ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN

.................................................... Hakim Ketua;
.................................................... Hakim Anggota;
.................................................... Hakim Anggota;

Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dengan ketentuan bahwa
Ketua Majelis selambat-lambatnya satu minggu setelah penetapan ini sudah
menentukan tanggal penetapan hari sidang ;

Penetapan ini diberikan kepada nama-nama tersebut diatas untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: SURABAYA
Pada Tanggal :.......cccoeevven..
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,



Kode Formulir : FM/AP/03/03
Tgl. Pembuatan : 01/03/2018
Tgl. Revisi 1 02/05/2019
Tgl. Efektif : 02/05/2019

PENETAPAN
Nomor .../Pdt.G/.../PTA.Sby

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, setelah memperhatikan
penetapan Majelis Hakim  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor
.../Pdt.G/.../PTA.Sby tanggal ........ Tentang penunjukan Majelis Hakim dalam

pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ..... ...... yang telah ditunjuk dalam
menangani perkara tersebut .............. maka membantu kelancaran sidang
Majelis Hakim dalam sidang pemeriksaan perkara Banding, perlu ditunjuk

kembali seorang ........ yang namanya sebagaimana tersebut dibawah ini

Mengingat pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 92, 93 dan 94 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN

.................................... Hakim Ketua;
.................................... Hakim Anggota;
.................................... Hakim Anggota;

Ditetapkan di: ...........

Pada Tanggal :............

Ketua ,



Kode Formulir : FM/AP/02/04
Tgl. Pembuatan : 01/03/2018

Tgl. Revisi : 02/05/2019
Tgl. Efektif : 02/05/2019
REGISTER PERKARA TINGKAT BANDING
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